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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan PTA Makassar
Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang Membatalkan Putusan PA Sengkang
Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang Penerapan Dwangsom dalam Perkara
Hadanah” merupakan penelitian pustaka untuk menjawab dua permasalahan:
pertama tentang pertimbangan hukum Putusan PTA Makassar Nomor:
85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor:
51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan dwangsom dalam perkara hadanah dan
kedua analisis yuridis Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks
yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang
penerapan dwangsom dalam perkara hadanah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research).
Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi yaitu
menitikberatkan pada bahan tertulis sebagai sumber utamanya yaitu Putusan PA
Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg dan PTA Makassar Nomor:
85/Pdt.G/2015/PTA.Mks. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisis
menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama penerapan
dwangsom dalam perkara hadanah sebagai upaya agar putusan tidak menjadi
illusoir (hampa) agar Tergugat mau menjalankan isi putusan secara sukarela dan
sebagai upaya untuk memberikan perlindungan anak. Namun, dwangsom bersifat
imperatif (bukan sebuah keharusan) untuk dikabulkan hal ini kembali kepada
objektivitas hakim untuk menilai suatu putusan. Kedua analisis yuridis
pertimbangan  hukum  mengabulkan  permohonan  dwangsom  sebesar
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Tergugat/Pembanding dalam perkara
hadanah di PTA Makassar telah memenuhi landasan filosofis dan landasan yuridis
yaitu ketentuan Reglement Acara perdata (Reglement op de bugerlijke
Rechvordering), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Peradilan
Agama, SEMA No. 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan Agama yang pada pokoknya membahas bahwa dwangsom hadir
sebagai upaya untuk meminimalisir kesulitan dalam pengeksekusian anak,
penjatuhan dwangsom harus didasarkan atas permohonan yang jelas dan bersifat
condemnatoir, serta hakim dilarang melakukan ultra petita dalam menjatuhkan
dwangsom demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum di Indonesia.

Saran yang dapat penulis berikan yaitu pertama bagi advokat dan Lembaga
Bantuan Hukum dalam mendampingi orang yang berperkara untuk meminta
Penggugat mencantumkan permohonan dwangsom dalam petitum gugatan.
Kedua, mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Hukum Acara
Perdata Tahun 2007 yang di dalamnya memuat salah satunya mengenai penerapan
dwangsom.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Hadanah berasal dari kata al-h{id{nu yang artinya samping atau
merengkuh ke samping. Adapun secara syarak hadanah artinya pemeliharaan
anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya.! Hadanah pada dasarnya
merupakan bentuk usaha memelihara seseorang yang tidak mampu untuk
mengurus keperluannya sendiri. Salah satu penyebabnya karena orang
tersebut dikategorikan sebagai orang yang belum mumayiz seperti anak-anak,

orang dewasa tapi gila.

Hadanah bersifat kekuasaan dan kepemilikan yang mana hukumnya
adalah wajib bagi tiap-tiap orang yang dibebankan hadanah. Menurut ulama
yang ahli dalam bidang hadanah, hak mengurus hadanah itu terletak pada
tiga hak. Pertama, hak yang memelihara. Kedua, hak yang dipelihara.
Ketiga, hak ayah selaku wakil dari anak tersebut. Namun apabila ketiganya

mampu maka hadanah menjadi tanggung jawab bersama.?

Terdapat dua unsur dalam pengasuhan anak, yaitu orang tua yang

3 Kedua orang tua

disebut had{in dan anak yang disebut mahd{un.
berkewajiban untuk bekerjasama merawat anak tersebut. Namun, ketika

terjadi putusnya perkawinan, kewajiban mengasuh anak tidak serta-merta

! Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu juz 10 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 59

2 Ibid., 60

3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat Dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: KENCANA, 2014), 328



terlepas dari keduanya melainkan pengasuhan tersebut dilakukan secara

sendiri-sendiri oleh ke dua orang tua tersebut.

Hadanah pasca terjadinya perceraian sering kali menuai beberapa
permasalahan. Putusan hakim yang memuat amar menjatuhkan hadanah
kepada salah satu pihak yang berperkara sering kali tidak dijalankan
sebagaimana mestinya. Biasanya pihak yang kalah dalam persidangan enggan
untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang telah termuat dalam amar
putusan. Hal inilah yang menyebabkan putusan hadanah sering kali menjadi

illusoir (hampa).

Upaya yang dilakukan selama ini hanya terbatas pada upaya eksekusi
anak, yang mana hal ini bukanlah solusi yang tepat. Eksekusi terhadap
perkara hadanah masih seringkali dijumpai perselisihan. Pakar hukum yang
memperbolehkan eksekusi anak berpendapat bahwa selama sifat putusan
tersebut adalah condemnatoir dan berkekuatan hukum tetap maka eksekusi
anak dapat dilakukan. Sedangkan pakar hukum yang menolak eksekusi anak
berpendapat bahwa pengeksekusian yang selama ini berlaku hanya terhadap
perkara yang bersifat kebendaan, anak yang objeknya manusia tidak dapat
dieksekusi. Tingkat keberhasilan eksekusi anak masih tergolong rendah hal
ini karena terdapat beberapa permasalahan dikarenakan objek perkaranya

adalah orang.

Terdapat beberapa kendala dan faktor yang mengakibatkan sulitnya

eksekusi anak, yaitu:



a. Tergugat tidak mau menyerahkan anak secara sukarela.

b. Tergugat menyembunyikan anak tersebut.

c. Tergugat membawa kabur anak.

d. Tergugat melakukan tindakan kekerasaan agar anak tidak jatuh

kepada Penggugat.

e. Anak tidak ingin tinggal bersama Penggugat.

Apabila kendala-kendala di lapangan tersebut dijadikan landasan
untuk tetap melaksanakan eksekusi, maka akan membuka entry point
terganggunya psikologis seorang anak karena selama ini eksekusi sering kali
dilakukan dengan tindakan paksa. Hal inilah yang mendorong harus ada
mekanisme lain agar putusan hadanah dapat dijalankan serta tidak
mengganggu psikologis seorang anak tersebut. Untuk menghadirkan putusan
yang dapat ditaati, dwangsom (uang paksa) menjadi jawaban dari sulitnya

eksekusi perkara hadanah yang selama ini terjadi.

Dwangsom (uang paksa) adalah salah satu hukuman tambahan selain
hukuman pokok. Di mana hukuman tersebut berupa pembayaran sejumlah
uang ketika pihak yang kalah dalam persidangan terlambat menjalankan

hukuman pokok.*

Dalam konteks pengeksekusian, dwangsom tergolong ke dalam upaya

secara tidak langsung (indirectie middelen) yang dapat diartikan sebagai

4 Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah (Jakarta:
Kencana, 2018), 1



sebuah tindakan untuk menekan psychis pihak yang bersangkutan agar ia

melakukan prestasi secara sukarela.’

Untuk menghindari ketidakpastian penegakan hukum, maka campur
tangan pengadilan menjadi penting sebagai upaya agar dapat dijumpai
putusan yang dapat dilakukan secara suka rela.® Hal ini juga mendorong
hakim melakukan langkah progresif bagi penegakan hukum yang ada di

Indonesia.

Mengingat dwangsom penting dalam perkara hadanah usaha-usaha
telah dilakukan oleh beberapa ahli hukum untuk merumuskan landasan yang
dapat digunakan bagi hakim untuk memuat amar putusan yang menjatuhkan
dwangsom khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama. Sebagaimana
hasil diskusi bidang Peradilan Agama yang mana menjelaskan mengenai:
“Pada dasarnya putusan perkara hadanah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam
pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak.
Untuk menghidari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum

tergugat untuk membayar dwangsom™.’

Terdapat beberapa alasan penting penerapan dwangsom dalam perkara
hadanah. Pertama, sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan eksekusi
anak yang selama ini terkendala dengan masalah teknis. Kedua, sebagai

upaya memberikan tekanan psychis agar Tergugat mau untuk melaksanakan

5 Cik Basir, Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) (Jakarta: Kencana, 2020), 19
6 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Jakarta: KENCANA, 2016), 153

7 Mahkamah Agung RI, Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (komisi 1I)
(Rakernas MA RI di Manado tanggal 31 Oktober 2012), 2



prestasinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Ketiga, menjaga
psikologis seorang anak. Sehingga apabila dwangsom pada perkara hadanah
tidak diterapkan maka akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti
sulitnya pengeksekusian anak yang berimplikasi kepada tidak tercapainya

pemenuhan hak anak oleh orang tua.

Saat ini dwangsom sering ditemui dalam pokok perkara, namun
putusan hakim terhadap penerapan dwangsom dalam perkara hadanah masih
tergolong sedikit. Salah satunya tidak terlepas dari masih terdapat perbedaan
pandangan antar hakim sehingga muncul dualisme mengenai penerapan

dwangsom dalam perkara hadanah.

Hakim yang menjatuhkan dwangsom berpendapat bahwa dwangsom
sebagai upaya agar tergugat menjalankan isi putusan secara sukarela sehingga

putusan yang telah dijatuhkan hakim tidak menjadi illusoir (hampa).

Namun beberapa pendapat hakim terkait dengan penolakan putusan

untuk menerapkan dwangsom yakni: ®

a. Dalam beberapa putusan yang menolak dwangsom beberapa hakim
masih berpendapat bahwa dengan bunyi amar putusan yang bersifat
comdemnatoir (menghukum) tidak perlu ditambahkan dwangsom.

b. Di samping itu ada juga hakim yang berpendapat bahwa dwangsom tidak
termasuk dalam acara Peradilan Agama sehingga atas dasar itu setiap

permohonan dwangsom harus ditolak atau diyatakan tidak dapat diterima

8 Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah..., 127



(neit ontvankelijk verklaard).

Adanya dualisme hakim contohnya yakni pada putusan perkara
hadanah yang diajukan oleh Penggugat yang sama namun menghasilkan
putusan akhir yang berbeda. Seperti halnya putusan PA Sengkang dalam
putusan perkara Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg menolak dwangsom dengan
pertimbangan hukum bahwa kewajiban untuk mengasuh anak adalah
kewajiban bersama. Lalu di tingkat banding Putusan PTA Makassar dalam
putusan Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks memutus untuk menjatuhkan
dwangsom dengan pertimbangan hukum untuk menghindari putusan menjadi

illusoir (hampa).

Hakim seyogianya sebagai corong Undang-Undang harus senantiasa
menciptakan hukum yang adil dan dapat diterapkan di masyarakat.
Keberadaan dwangsom juga harus dimaknai sebagai jawaban dari setiap
permasalahan sulitnya pengeksekusian anak. sehingga penting pemahaman
disini sebagai langkah pemenuhan keadilan dan kemanfaatan hukum yang

baik.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, terdapat 2 (dua) alasan akademis
pentingnya untuk melalukan penelitian ini. (1) Penelitian mengenai penerapan
dwangsom dalam perkara hadanah masih sedikit, rata-rata penelitian
dwangsom berfokus kepada masalah kebendaan seperti halnya beberapa
penelitian fokus kepada dwangsom dalam perkara harta bersama, waris dan
wanprestasi. (2) Telaah terhadap pertimbangan hukum pada perkara yang

sama namun mengeluarkan amar putusan yang berbeda.



Oleh karena itu, judul yang ingin penulis angkat: “Analisis Yuridis
Terhadap Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.MKks yang
Membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg

tentang Penerapan Dwangsom dalam Perkara Hadanah”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, dapat di temukan berbagai inti permasalahan

yang ada di dalamnya yaitu:

a. Pengertian tentang hadanah.

b. Dasar hukum penerapan hadanah.

c. Perkara pengeksekusian anak.

d. Kesulitan dalam pengeksekusian anak.

e. Landasan yuridis penerapan dwangsom di Pengadilan Agama.

f. Landasan yuridis tentang penerapan dwangsom dalam perkara
hadanah.

g. Dasar Pertimbangan hakim pada Putusan PTA Makassar Nomor:
85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang
Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan dwangsom dalam
perkara hadanah.

2. Batasan Masalah
Dari identifikasi yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan
pembatasan terhadap masalah yang akan dianalisis yaitu:

a. Pertimbangan  hukum  Putusan @ PTA  Makassar =~ Nomor:



85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang
Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan dwangsom dalam
perkara hadanah.

Analisis yuridis pertimbangan hukum Putusan PTA Makassar Nomor:
85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang
Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan dwangsom dalam

perkara hadanah.

C. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan

masalah yang akan diangkat oleh penulis, yaitu:

1.

Bagaimana pertimbangan hukum terhadap Putusan PTA Makassar
Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA
Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan dwangsom
dalam perkara hadanah?

Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum terhadap Putusan PTA
Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan
PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg  tentang penerapan

dwangsom dalam perkara hadanah?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang penerapan dwangsom dalam perkara hadanah di

lingkungan Peradilan Agama pada Putusan PTA Makassar Nomor:

85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor:



51/Pdt.G/2015/PA.Skg tidak ditemukan judul yang sama, namun secara
umum berkaitan dengan penerapan dwangsom oleh hakim telah dilakukan
beberapa penelitian terdahulu oleh penulis lain. Sehingga penelitian terdahulu
tersebut menjadi bahan referensi bagi penelitian penulis. Adapun penelitian

terdahulu terkait dengan penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Liulin Nuha, mahasiswi dari Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Dwangsom
Perkara Hadanah dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor:
0376/Pdt.G/2015/PA.PAS)”.” Skripsi ini berisi tentang dasar hukum dan
pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dwangsom sekalipun
dwangsom tidak dimintakan dalam petitum pemohon.

a. Hakim memutus penjatuhan dwangsom dengan beralasan bahwa
dwangsom sebagai upaya agar Tergugat mau memenuhi amar
putusan secara sukarela sehingga hak-hak anak terjaga.

b. Berdasarkan hak ex-officio yang dimiliki hakim maka hakim
berdasarkan jabatannya dapat melakukan metode penemuan hukum
sehingga hakim dapat menetapkan dwangsom dalam putusan
tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akbar Alfathtaa, mahasiswa dari

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta yang

® Liulin Nuha, “Dwangsom Perkara Hadanah dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.PAS)” (Skripsi -- IAIN,
Ponorogo, 2019)
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berjudul “Penerapan Uang Paksa dalam Perkara Hadanah (Analisis

Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2013/PTA.MKS)”!°. Skripsi ini berisi

tentang alasan hakim memutuskan dwangsom dalam Putusan Perkara

Nomor: 2/Pdt.G/2013/PTA.MKS telah memenuhi unsur diperbolehkannya

tututan dwangsom.

a. Dasar hukum implementasi dwangsom dalam Peradilan Agama
mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Hukum acara perdata
yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus
dalam Undang-Undang.”

b. Telah memenuhi unsur-unsur diperbolehkannya pengajuan dwangsom
salah satunya dwangsom diminta secara tegas oleh pihak yang
berperkara.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rif’an Mubarok, mahasiswa dari Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang
berjudul “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak
Asuh Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor:

0376/Pdt.G/2015/PA.PAS)”.!! Skripsi ini berisi tentang proses eksekusi

10 Muhammad Akbar Alfathtaa, “Penerapan Uang Paksa dalam Perkara Hadanah (Analisis
Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2013/PTA.MKS)” (Skripsi — UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,
2015)

' Rif’an Mubarok, “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.PAS)”, (Skripsi-- UIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2018)
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hak asuh anak ketika Tergugat tidak mau menyerahkan hak asuh anak

kepada Penggugat. Atas permintaan Penggugat, Pengadilan Agama

Pasuruan dapat melakukan eksekusi dengan menggunakan proses seni

lapangan.

a. Proses seni lapangan yaitu pendekatan pengeksekusian terhadap anak
agar tidak mengganggu psikologis anak. Meliputi seni komunikasi,
kajian psikologi, dicarikan saksi pegawai perempuan yang memiliki
sifat keibuan untuk membantu berkomunikasi dengan si anak.

b. Kendala utama adalah pengeksekusian anak yang mana objek

eksekusi anak namun menggunakan eksekusi barang.

Akan tetapi skripsi yang penulis angkat adalah berfokus kepada
penerapan dwangsom sebagai upaya agar putusan tidak menjadi i/lusoir
(hampa) sehingga Tergugat secara sukarela menyerahkan hadanah kepada
Penggugat. Dalam hal ini tidak perlu eksekusi ketika dwangsom telah
dijalankan sebagaimana mestinya. Dwangsom digunakan sebagai upaya tidak
langsung agar putusan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu,
dalam penelitian ini melakukan kajian khusus kepada putusan yaitu Putusan
PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan
PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg dan kemudian dianalisis

berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2012 dan SEMA No. 3 Tahun 2018.

E. Tujuan Penelitian

Hasil akhir yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
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Mengetahui pertimbangan hukum terhadap Putusan PTA Makassar
Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA
Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan dwangsom
dalam perkara hadanah.

Mengetahui analisis yuridis pertimbangan hukum terhadap Putusan PTA
Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA
Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan dwangsom

dalam perkara hadanah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Terdapat beberapa harapan dalam penelitian ini sehingga dapat

memiliki kebermanfaatan. Adapun kegunaan dalam penelitian ini dapat

dilihat dari aspek teoritis, yakni:

1.

Menambah wawasan bagi akademisi dalam memahami pentingnya
dwangsom sebagai upaya untuk melaksanakan suatu putusan pengadilan
yang selama ini hanya dilakukan dengan upaya eksekusi anak.
Menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum perdata.
Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi peneliti yang
akan datang tertutama yang berkaitan dengan penerapan dwangsom

dalam perkara hadanah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional menjadi bagian yang penting dalam sebuah

penelitian sebagai upaya untuk mencegah kesalahpahaman dalam memaknai
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konteks dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis akan mengurai definisi

operasional sebagai berikut:

1.

Yuridis adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan dwangsom yakni SEMA No. 7 tahun 2012 Tentang Rumusan
Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA No. 3 Tahun 2018
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan Agama.

Putusan adalah Putusan PTA Makassar Nomor:
85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang amar putusan membatalkan Putusan PA
Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan dwangsom
dalam perkara hadanah.

Dwangsom adalah salah satu dari petitum yang dikabulkan melalui amar
putusan yaitu kewajiban bagi Tergugat untuk membayar sejumlah uang
setiap hari keterlambatan sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap
hari apabila Tergugat melalaikan kewajiban yang dicantumkan dalam
amar putusan. '2

Hadanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil.!*> Hadanah dalam
pengertian ini merupakan tuntutan pokok dalam hal putus perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini pengasuhan seorang anak

berumur 2 tahun yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat.

12 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA. Mks
13 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 224
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H. Metode Penelitian
Metode penelitian dalam sebuah penelitan sangat penting. Dalam hal
ini dijelaskan menganai cara yang digunakan sebagai bahan untuk mencari,
mengelola, dan menyusun data untuk mencapai sebuah kebenaran. Adapun

metode penelitian tersebut yaitu:

1. Jenis Penelitian
Dalam hal ini biasanya memuat tentang pendekatan yang
dilakukan dalam penelitan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
jenis penelitan kajian kepustakaan (library reseach), yaitu dokumen
pertimbangan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg dan

Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PA.Mks.

2. Data yang Dikumpulkan

a. Data Primer yang dimaksud adalah pertimbangan hukum yang
menetapkan dwangsom pada Putusan PTA Makassar Nomor:
85/Pdt.G/2015/PA.Mks berupa argumentasi gugatan, pertimbangan
dan dasar hukum dan amar putusan.

b. Data Sekunder yang dimaksud ini adalah pertimbangan hukum yang
menetapkan dwangsom pada Putusan PA Sengkang Nomor:
51/Pdt.G/2015/PA.Skg berupa argumentasi gugatan, pertimbangan
dan dasar hukum dan amar putusan.

3.  Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg.
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b. Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt/G/2015/PTA .Mks.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah studi dokumentasi. Dalam hal ini menitikberatkan pada analisis
atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.!* Adapun
dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan PA
Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg dan Putusan PTA Nomor:

85/Pdt/G/2015/PTA .Mks.

5. Teknik Pengolahan Data
a. Editing
Editing adalah salah satu cara yang digunakan untuk meneliti
kembali terhadap catatan-catatan yang diperoleh sebelumnya.'®
Dalam penelitian ini akan melakukan pemerikasaaan terhadap
dokumen tertulis yaitu salinan Putusan PA Sengkang Nomor:
51/Pdt.G/2015/PA.Skg dan Putusan = PTA Makassar Nomor:

85/Pdt/G/2015/PTA . Mks.

b. Organizing
Organizing yang dilakukan penulis dalam penelitian ini
adalah dengan memaparkan terkait dengan argumentasi gugatan,

pertimbangan hukum dan amar putusan pada Putusan PA Sengkang

4 Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik, (Yogyakarta:
Calpulis, 2015), 27

15 Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, Metode Penelitian Bisnis Kualitatif dan Kuantitatif
(Bali: CV. Noah Aletheia,2019), 71
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Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg dan Putusan PTA Makassar Nomor:

85/Pdt/G/2015/PTA.Mks.

c. Analizing

Analizing adalah proses penguraian beberapa kalimat
sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh pembaca. Dalam
penelitian ini analisis menjadi bagian terakhir. Adapun dalam
penelitian ini kedua putusan tentang penerapan dwangsom dalam
perkara hadanah dianalisis berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2012
Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan
SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama.

6. Teknik Analisis Data
Kegiatan analisis data merupakan hal yang paling vital dalam
sebuah penelitian.'® Hasil yang diperoleh dalam menganalisis data adalah

jawaban dari rumusan masalah yang dicari.

Metode deskrtiptif analitis merupakan metode yang penulis
lakukan dalam penelitian ini yaitu merumuskan objek penelitian secara
sistematis kemudian di analis untuk menarik kesimpulan. Dalam hal ini

penulis  menggambarkan  Putusan PTA  Makassar ~ Nomor:

16 Jamaluddin Ahmad, Metode Penelitian Admnistrasi Publik Teori dan Aplikasi (Yogyakarta:
Gava Media, 2015), 173
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85/Pdt/G/2015/PTA.Mks kemudian dianalisis berdasarkan pisau analisis
yakni SEMA No. 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Diskusi Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA No. 3 tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Agama dan ditarik kesimpulan.

Adapun pola pikir yang penulis pakai adalah deduktif yaitu proses
berfikir atau menalar untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari kaidah
yang umum ke yang khusus. Dalam pengertian yang sederhana berpikir
deduktif adalah berfikir dari umum ke yang khusus.!” Dalam hal ini
penulis berangkat dari bab 2 (dua) tentang ketentuan dwangsom dalam
perkara hadanah kemudian akan di padukan dengan bab 3 (tiga) yakni
putusan yakni Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt/G/2015/PTA.Mks
yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor:
51/Pdt.G/2015/PA.Skg. Setelah itu keduanya akan dianalisis berdasarkan
SEMA No. 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Diskusi Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan dan SEMA No. 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018

17 Imam Machali, Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan
dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatiff (Yogyakarta: Program Studi MPI UIN Sunan Kalijaga,
2017), 11
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Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama yang

nantinya akan disajikan dalam bab 4 (empat).

I. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penting
bagi penulis untuk membagi pembahasan ini ke dalam 5 (lima) bab agar
penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasannya

yaitu:

Bab Pertama, yaitu berupa pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian

dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu penerapan dwangsom di lingkungan peradilan dan
konsep perlingungan anak. Bab ini berisi tentang dua pokok pembahasan
yang terdiri dari, Pertama, dwangsom di lingkungan peradilan meliputi
pengertian dwangsom, landasan yuridis ketentuan dwangsom, tata cara
permohonan dwangsom, dan putusan pengadilan yang dapat dijatuhi
dwangsom. Kedua, konsep Perlindungan Anak meliputi pengertian
perlindungan anak, perlindungan anak menurut hukum positif dan

perlindungan anak menurut hukum Islam.

Bab ketiga, yaitu penerapan dwangsom dalam perkara hadanah pada
Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan

Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg. Bab ini berisi tentang
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Argumentasi gugatan, pertimbangan dan dasar hukum serta amar putusan
pada Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang

membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Bab keempat, yaitu analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum
Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan
Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan
dwangsom dalam perkara hadanah. Bab ini berisi dua pembahasan yaitu
analisis pertimbangan hukum dan analisis yuridis terhadap pertimbangan
hukum Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang
membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang

penerapan dwangsom dalam perkara hadanah.

Bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BABII

PENERAPAN DWANGSOM DI LINGKUNGAN PERADILAN DAN

KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

A. Penerapan Dwangsom di Lingkungan Peradilan

1.

Pengertian Dwangsom

Menurut Kamus Hukum istilah dwangsom yang diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia yaitu uang paksa. Dalam hal ini dapat diartikan
bahwa Terhukum berdasarkan putusan pengadilan dibebankan
pembayaran sejumlah uang ketika ia tidak memenuhi hukuman pokok.'®

P. A. Stein menyatakan bahwa dwangsom (uang paksa) adalah
penyerahan sejumlah uang kepada Penguggat berdasarkan putusan
pengadilan sepanjang atau sewaktu-waktu Penggugat tidak melaksanakan
hukuman. Dwangsom dapat diterapkan dalam pembayaran sejumlah uang
sekaligus maupun setiap waktu melakukan pelanggaran.'®

Beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
dwangsom  diartikan sebagai hukuman atau sanksi tambahan yang
dijatuhkan oleh hakim dalam putusan, yang mana hukuman atau sanksi
tersebut berupa pembayaran sejumlah uang setiap hari kepada pihak yang
kalah dalam persidangan sejak putusan dibacakan oleh hakim manakala

pihak tersebut enggan untuk melaksanakan hukuman pokok yang telah

ditetapkan.

¥ H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagan, Kamus Hukum dan Yurisprudensi (Jakarta: KENCANA,
2017), 231

19 Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010), 18

20
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Dalam praktik peradilan istilah dwangsom maupun “vang paksa”
yang merupakan terjemahan yang sudah lazim digunakan baik secara
sendiri-sendiri dengan hanya menyebutkan istilah dwangsom saja atau
dengan menyebutkan istilah “uang paksa” saja, ataupun secara
bergandengan, yakni penulisan istilah dwangsom diikuti dengan istilah
uang paksa. Dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri misalnya,
penulisan dwangsom sering diikuti dengan istilah “uang paksa” yang
ditulis dalam kurung, atau sebaliknya. Misalnya, Tergugat dalam hal ini
dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa).?’\

Fungsi utama dari dwangsom adalah sebagai alat/sarana
eksekusi.’! Kehadiran Dwangsom ini dimaksudkan untuk memberikan
tekanan psychis kepada Tergugat dalam rangka ia tidak mampu
memenuhi hukuman pokok yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
Sekalipun tidak jauh berbeda dengan fungsi sandera (gijzeling) namun
pengimplementasiannya berbeda.

Saat ini dwangsom bukanlah suatu hal yang baru dalam sistem
peradilan. Perkembangan praktik peradilan khusunya pada perkara
perdata saat ini tuntutan dwangsom kerap kali ditemui pada surat
gugatan. Dalam artian dwangsom bukanlah suatu yang asing dan sangat
wajar apabila dimintakan oleh Penggugat.

Dalam praktik peradilan telah banyak diperiksa dan diputus

beberapa permohonan dwangsom baik pada putusan Yudex Facti dan

20 Cik Basir, Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsomy)..., 10
2l Arne Huzaimah, “Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi
Putusan Hadanah”, Jurnal Nurani, Vol.18, No.2, (Desember 2018), 239
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Mahkamah Agung RI hal ini menandakan bahwa penerapan dwangsom
dalam beberapa putusan secara eksplisit menandakan bahwa eksistensi
dwangsom dalam praktik peradilan telah dibenarkan.

Pada dasarnya dwangsom tidak dapat disamakan dengan ganti
rugi atau konpensasi, karena dwangsom menghendaki bahwa kewajiban
yang telah diperintahkan oleh hakim tidak hilang atau tidak dapat diganti
sebagaimana berlaku pada ganti rugi. Namun, kewajiban akan terus
berjalan bersamaan dengan dipenuhinya isi putusan tersebut.?

Dapat dikatakan bahwa dwangsom menjadi pilihan yang tepat
apabila dicantumkan pada setiap perkara hadanah. Kerena dwangsom
menjadi salah satu strategi yang tepat menghadapi putusan yang
disinyalir menjadi illusoir (hampa). Sehingga keberadaan dwangsom
mampu menghadirkan putusan yang dapat ditaati oleh pihak-pihak yang
dibebankan tanggung jawab memenuhi prestasi.

Terdapat beberapa sifat terkait keberadaan dwangsom dalam
sebuah putusan:??

a. Accessoir
Accessoir adalah perjanjian tambahan yang berlaku dan
absah sesuai dengan perjanjian pokok.”* Kaitannya dengan
dwangsom, bahwa sifat dari dwangsom sendiri adalah mengikuti

perjanjian pokok artinya apabila perjanjian pokok tidak ada, maka

22 Abdul Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi Kedua (Depok: Kencana, 2017)

2 Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di
Indonesia..., 18-19

24 Visvandro, Kamus Istilah Hukum (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 7
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dwangsom juga tidak ada. Tujuan dari dwangsom sebagai accessoir

di sini adalah untuk mendukung perjanjian pokok.

Pada hakikatnya tidak ada dwangsom yang berdiri sendiri
tanpa ada perjanjian pokok. Sehingga pemaknaan dwangsom harus
senantiasa dibarengi dengan adanya perjanjian pokok. Maksud dari
perjanjian pokok di sini adalah tuntutan pokok yang diajukan oleh
Penggugat dalam dalil (posita) gugatan yang diajukan kepada

Pengadilan.

Hukuman Tambahan
Dwangsom dalam isi putusan hakim tidak akan bekerja
selama hukuman pokok dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam

persidangan dikarenakan sifatnya hanya sebagai hukuman tambahan.

Adapun dwangsom ini akan berlaku terus sepanjang pihak
yang kalah tidak mau menjalankan hukuman pokok, yang mana
setiap harinya pihak tersebut akan dibebankan pembayaran sejumlah

uang.

Orang yang melaksanakan dwangsom bukan berarti hukuman
pokoknya hapus namun dwangsom akan berjalan beriringan dengan
hukuman pokok sampai hukuman pokok tersebut ditunaikan.
Sehingga berakhirnya pelaksanaan dwangsom adalah ketika pihak

Tergugat dengan suka rela melaksanakan hukuman pokok.

Tekanan Psychis Bagi Terhukum
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Dwangsom  dalam putusan hakim sebagai upaya untuk
menghindari putusan yang illusoir (hampa). Kehampaan putusan
biasanya diakibatkan karena tidak ada upaya paksa bagi pihak yang
kalah dalam persidangan untuk melaksanakan isi putusan. Sehingga
pihak yang kalah dalam persidangan merasa tidak perlu ada alasan
untuk melaksanakan isi putusan karena tidak adanya sanksi yang
mengikat.

Keberadaan Dwangsom diharapkan sebagai sanksi yang
bekerja dari samping, hal ini guna menekan pihak yang kalah dalam
persidangan untuk melaksanakan isi putusan. Karena sifat dari
dwangsom sendiri memberikan tekanan secara psikis sehingga pihak
tersebut akan merasa terbebani dan menjadi tekanan ketika tidak
menjalankan isi putusan. Dapat dikatakan bahwa dwangsom ini
bersifat pressie middle, upaya paksa secara psikologis yang

tergolong ke dalam eksekusi secara tidak langsung.

Landasan Yuridis Ketentuan Dwangsom

Ketentuan penerapan dwangsom apabila ditinjau dari landaan

formil diatur dalam beberapa peraturan. Berdasarkan ration d’etre
pengaturan mengenai dwangsom terbagi ke dalam beberapa pokok

pembahasan, yakni:

Dwangsom dalam Reglement Acara Perdata (Reglement op de
Burgerlijke Rechtsvordering)

Berdasarkan historis, dwangsom pertama kali dipopulerkan di
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Negara Belanda yang dikenal dengan istilah dwangsom/astreinte.
Dwangsom di negara asalnya tersebut diterapkan berdasarkan
ketentuan-ketentuan hukum Prancis (Code de Procedure Civil
Prancis) di mana melalui asas konkordansi diterapkan sebagai
Hukum Acara Belanda.

Dalam  praktik penerapan dwangsom  sering  kali
mengakibatkan ketidakpastian dalam pengimplementasiannya hal ini
menimbulkan kesan seolah-olah tidak adanya kepastian hukum
(rechtszekerheids). Kondisi yang demikian akhirnya pemerintah
Belanda kemudian mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang
(RUU) tentang penyitaan barang-barang bergerak yang dikuasai
pihak ketiga, sandera/gijseling dan uang paksa/dwangsom pada
tanggal 11 April 1932.% Secara garis besar pemerintah Belanda
memisahkan antara dwangsom sebagai alat eksekusi dan ganti rugi
yang selama ini diterapkan di Prancis. Hal ini mengakibatkan adanya
penyimpangan terhadap yurisprudensi Prancis yang dilakukan oleh
pemerintah Belanda.

Pada tanggal 29 Desember 1932, Menteri Kehakiman
Belanda pada waktu itu Mr. J. Donner mengundangkan Peraturan
mengenai dwangsom dalam Stb. No. 676 yaitu ketentuan-ketentuan
BRv.?° Beberapa hal penting di dalamnya yakni ketentuan mengenai

rumusan pasal Pasal 611a dan Pasal 611b terkait keberadaan

% Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata
(Bandung: PT.Alumni, 2012), 74
26 BRv/Rv yaitu singkatan dari Reglement op de Bugerlijke Rechtvordering
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dwangsom.

Melalui asas konkordansi pula ketentuan Hukum Acara
Perdata yang berlaku di Belanda diserap oleh Indonesia. Sehingga
pengaturan dwangsom dijelaskan lebih lanjut dalam Reglement
Acara Perdata (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)
penyebutannya atau sering disingkat Rv.

Bab V bagian 3 Rv mengatur mengenai dwangsom
berdasarkan ketentuan Pasal 606a dan 606b yang mana rumusan
tersebut sama bunyinya dengan ketentuan di negara asalnya yakni
Belanda.?’

Pasal 606a Rv menyatakan:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman
untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang,
maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali
Terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus
diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam
keputusan hakim, dan wuang tersebut dinamakan uang

paksa”.?®

Pasal 606b Rv berbunyi sebagai berikut:*’

“Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan
dari Terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan
terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa
terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.

Keberlakuan rumusan tersebut pada dasarnya telah hapus

dikarenakan pengaturan mengenai raad van justitie dan

27 Cik Basir, Penerapan Lembaga Dwangsom (uang paksa) di Lingkungan Peradilan Agama
(Yogyakarta: Deepublish, 2018), 21

28 Joenaidi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Luthfianingsih, Kamus Istilah Hukum
Populer (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 129

2 Pasal 606b Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering
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hooggerrechtshof dihapuskan dan digantikan dengan berlakunya
HIR (Het Hersinene Indonesisch Reglement) yang berlaku di Jawa
dan Madura dan RBG (Reglement op de Bugerlijke rechtsvordering)
yang berlaku di luar Jawa dan Madura.

Sejak dihapuskannya Rv di Indonesia, telah terjadi
kekosongan hukum terhadap pengaturan dwangsom karena HIR dan
RBg yang berlaku saat ini tidak mengakomodir tentang keberadaan
dwangsom dalam hukum acara perdata. Hal inilah yang menjadi
ketidakjelasan terhadap penerapan dwangsom.

Untuk menghadirkan proses beracara yang baik dan sebagai
upaya untuk mengisi kekosongan hukum, maka penggunaan
dwangsom dengan berpedoman kepada Rv tetap dibenarkan. Karena
tidak dapat dipungkiri bahwa HIR dan RBg masih belum cukup
memadai terhadap beberapa pengaturan yang ada di Indonesia. Oleh
karena itu, hakim yang mengeluarkan putusan dwangsom dengan
berlandaskan kepada Rv bukanlah suatu kesalahan.

Hal ini dipertegas pula dengan yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 38/K/SIP/1967 pada tanggal 7 Mei 1967 dalam
perkara Frederika Melanie Hiverdink von Ginke melawan Leon
Johannes. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim salah satunya
menyatakan bahwa: “Lembaga uang paksa, sekalipun tidak secara
khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan

dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dan pada
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Pasal 399 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan”.°

Pengaturan dalam Rv telah menjadi landasan bagi hakim di
lingkungan Peradilan Umum untuk menjatuhkan dwangsom dalam
putusan yang dikeluarkannya hal ini menjadi legitimasi dalam
praktik beracara.

b.  Dwangsom dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama

Tidak dapat dipungkiri bahwa legitimasi mengenai keberadan
dwangsom di lingkungan Peradilan Agama masih sering
dipertanyakan landasan pengaturannya. Sekalipun dalam praktik
beracara tak jarang beberapa hakim telah menjatuhkan amar putusan
yang berisi dwangsom. Namun pertanyaan tentang landasan formil
tetap menjadi pertanyaan pertama bagi penerapan dwangsom di
lingkungan Peradilan Agama.

Penerapan dwangsom di lingkungan Pengadilan Agama
hakikatnya mengacu terhadap ketentuan Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
yang menyatakan bahwa:

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata
yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan

30 Cik Basir, Penerapan Lembaga Dwangsom (uang paksa) di Lingkungan Peradilan Agama..., 23
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Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam

Undang-Undang ini”.!

Berdasarkan pasal tersebut maka hukum acara yang berlaku
di Peradilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di
Peradilan Umum yakni HIR/Rbg.>*? Dapat disumpulkan bahwa
segala jenis perkara yang tidak di atur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 mengikuti ketentuan HIR/RBg sedangkan
apabila telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan
Agama tersebut maka HIR/RBg juga tidak berlaku di Peradilan
Agama. Pengaturan mengenai dwangsom tidak diatur sebagaimana
aturan tersebut sehingga dibenarkan apabila menggunakan HIR/RBg
dengan berlandaskan Pasal 54 tersebut.

Selain HIR dan RBg, peraturan lain seperti Hukum Perdata
(BW) dan hukum acara yang bersumber dari Yurisprudensi,
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA), (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)
atau yang berlaku di Peradilan Umum secara mutatis-mutandis juga
berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

c. Dwangsom dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan
Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Kajian mengenai dwangsom saat ini telah banyak dilakukan

31 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009

32 Domiri, “Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia”, Jurnal Hukum &
Pembangunan, Vol 47. No. 3 (Mei 2016), 331-33
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oleh para ahli hukum salah satunya di Peradilan Agama, yang mana
beberapa hakim sudah memandang jauh ke depan tentang
pentingnya keberadaan dwangsom dalam sebuah amar putusan. Hal
ini dimaksudkan dalam rangka untuk meminimalisir banyaknya
perkara yang hanya menjadi illusoir (hampa).

Di bidang hadanah, dwangsom menjadi kajian tersendiri bagi
hakim. Hal ini terbukti ada beberapa diskusi yang dilakukan dalam
mempertimbangkan penerapan dwangsom dalam perkara hadanah.
Salah satunya diskusi yang dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) Mahkamah Agung RI di Manado tanggal 31 Oktober
2012.

Sebagaimana rumusan hasil diskusi terkait penerapan

dwangsom sebagai berikut:*>

“Pada dasarnya putusan perkara hadanah dapat dieksekusi,

akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan

kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghidari kesulitan
pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum Tergugat
untuk membayar dwangsom”.

Rumusan tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya
SEMA Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan sebagai tindak lanjut dari diskusi kelompok
badan peradilan Mahkamah Agung. Terdapat dua pokok penting dari

rumusan tersebut, yakni:

33 Mahkamah Agung RI, Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (komisi II)
(Rakernas MA RI di Manado tanggal 31 Oktober 2012), 2
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“Uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan dapat
dikabulkan serta dimuat dalam amar putusan. Hal ini untuk
mendorong  pemerintah  segera membuat  peraturan

pelaksanaannya sebagaimana diperintahkan oleh Undang-

Undang”.3*

Lebih lanjut dijelaskan mengenai perkara dalam tuntutan
condemnatoir sebagai berikut:

“Agar setiap gugatan yang memuat tuntutan condemnatoir

mencantumkan uang paksa’.>

SEMA tersebut dijadikan dasar untuk menerapkan dwangsom
dalam perkara hadanah sebagai upaya untuk mengatasi berbagai
macam kesulitan eksekusi anak yang saat ini kerap kali terjadi.

d. Dwangsom dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan Agama

Mengingat dwangsom saat ini telah menjadi kajian tersendiri
dalam hukum acara Peradilan Agama. Telah banyak rumusan-
rumusan yang berkembang sebagai upaya pembaharuan hukum dan
menjawab permasalahan yang ada dalam sistem peradilan.

Salah satu rumusan mengenai penerapan dwangsom dalam
perkara hadanah terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

3% Huruf (a) Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012
Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
35 Huruf (b) Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012
Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
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Tugas Bagi Pengadilan Agama, yakni:
“Penetapan hak hadanah sepanjang tidak diajukan dalam
gugatan atau permohonan, maka hakim tidak boleh

menentukan secara ex-officio siapa pengasuh anak tersebut.

Penetapan hadanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk

ultra petita”

Hakikatnya keberadaan Pasal tersebut sebagai upaya agar
hakim dalam menjatuhkan dwangsom disertai tuntutan yang jelas
oleh Penggugat. Karena pada praktiknya, ada beberapa hakim
menjatuhkan amar putusan yang berisi dwangsom namun tidak
disertai tuntutan yang jelas oleh Penggugat. Hal ini semata-mata
untuk menghindari adanya ultra petita putusan hakim.

Kedua rumusan hasil diskusi dari tahun 2012 hingga 2018
memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Rumusan tersebut
dijadikan pedoman dalam penanganan perkara yang masuk baik
pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan penerapan
dwangsom dalam perkara hadanah di Pengadilan Agama telah
memiliki landasan yang jelas baik bersumber pada Reglement acara
perdata, doktrin (pendapat pakar hukum), SEMA dan Yurisprudensi.

Uraian di atas menunjukkan sekalipun dwangsom tidak
termuat secara eksplisit pada peraturan perundang-undangan di
Pengadilan Agama, namun keberadaan beberapa peraturan yang

telah disebutkan di atas telah menjadi landasan yuridis bagi

36 Pasal tersebut merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf ¢ angka 10
dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama
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penerapan dwangsom dalam perkara hadanah di Peradilan Agama.
Oleh karena itu hakim berhak untuk menerima, mengabulkan dan
menolak permohonan dwangsom yang diajukan kepada pengadilan.
Dalam hal ini, hakim Peradilan Agama seyogianya tidak
perlu ragu untuk menerapkan dwangsom di lingkungan Peradilan
Agama terutama pada perkara yang menyangkut persoalan hadanah
hal ini semata-mata sebagai upaya untuk melindungi hak anak serta
meminimalisir terjadinya putusan yang illusoir (hampa).

Mengigat dwangsom penting pada setiap perkara perdata,
pemerintah saat ini pada dasarnya telah menyiapkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Hukum Acara Perdata di Indonesia Tahun 2007 sebagai
ius constituendum dalam penerapan dwangsom.

Melalui Bab XII Titel Acara Khusus Bagian Kelima Belas Pasal

291 tentang Uang Paksa disebutkan bahwa:

(1) Atas tuntutan salah satu pihak, Hakim dapat menghukum
pihak yang kalah untuk membayar uang paksa, dalam hal
pihak tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, dengan tidak
mengurangi hak pihak yang bersangkutan atas ganti rugi bila
ada dasar hukumnya.

(2) Uang paksa hanya dapat dijatuhkan dalam hal hukuman
pokok yang bukan merupakan hukuman menyerahkan
sejumlah uang.

(3) Tuntutan uang paksa dapat juga diajukan dalam perkara
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perlawanan.

(4) Uang paksa tidak dapat ditagih sebelum putusan
penghukuman uang paksa diberitahukan kepada pihak yang
bersangkutan.

(5) Dalam putusan hakim ditentukan kapan uang paksa dapat
ditagih.

(6) Uang paksa berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung
setelah tanggal putusan tersebut diberitahukan kepada
Terhukum.*’

Meskipun ketentuan mengenai RUU Hukum Acara Perdata
2007 tersebut masih belum disahkan, akan tetapi hal tersebut adalah
sebuah langkah progresif yang dilakukan oleh pemerintah untuk
memberikan jaminan dan kepastian hukum akan pelaksanaan

dwangsom.

3. Tata Cara Permohonan Dwangsom
Dalam mengajukan tuntutan dwangsom pada suatu perkara
terdapat beberapa cara yang harus dilakukan agar nantinya dwangsom
dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Tata cara permhonan
{38

dwangsom adalah sebagai beriku

a. Tuntutan Uang Paksa Diminta Secara Tegas Oleh Pihak yang
Berperkara

37 Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara
Perdata..., 179
38 Cik Basir, Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom)..., 90
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Perlu dipertegas bahwa keberadaan dwangsom dalam sebuah
putusan hanya dibenarakan apabila dwangsom dimintakan secara
tegas oleh Penggugat dalam petitumnya bersamaan dengan tuntutan
pokok. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan dwangsom yang
tidak dimintakan dalam petitum Penggugat.

Dibeberapa putusan tampaknya hakim mengabaikan hal yang
dimikian. Sebagai contoh pada Putusan PA Pasuruan Nomor
0367/Pdt.G/2015/PA.Pas  dan Putusan PA Pelaihari Nomor:
343/Pdt.G.2020/PA.PlIh hakim menjatuhkan putusan dwangsom
tanpa diminta oleh pihak yang berperkara dalam petitum.

Beberapa contoh putusan tersebut hakim berdasarkan hak ex-
ofiicio yang dimilikinya terbukti mengeluarkan putusan yang tidak
diminta oleh pihak yang berperkara. Jika merujuk pada peraturan
yang berlaku sebenarnya hakim tidak boleh memutus perkara yang

menimbulkan ultra petita.

Dwangsom Diajukan Secara Bersamaan Dengan Hukuman Pokok
Sifat dwangsom merupakan accessoir, keberadaannya harus
selalu mengikuti tuntutan pokok. Praktik peradilan menghendaki
bahwa setiap permohonan dwangsom muncul karena adanya tuntutan
pokok yang diajukan dalam petitum.
Hal tersebut tidak terlepas dari sifat dwangsom yang
accessoir. Pernyataan tersebut sekaligus melegitimasi bahwa tidak

ada dwangsom yang diajukan secara terpisah dengan tuntutan pokok.
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Hakim tidak dibenarkan memeriksa dwangsom lebih awal dari
tuntutan pokok atau bahkan hanya memeriksa tuntutan dwangsom
saja.

Hal ini mengisyaratkan bahwa apabila hanya terdapat
tuntutan dwangsom saja dalam sebuah petitum maka hakim harus

menyatakan permohonan tersebut ditolak.

c. Hukuman Pokok Bukan Dalam Bentuk Uang

Ketentuan Pasal 606 Rv, mengisyaratkan bahwa dwangsom
dalam putusan hakim hanya dapat dikabulkan ketika hukuman
pokoknya bukan membayar sejumlah uang. Sehingga apabila
hukuman pokoknya berupa pembayaran uang maka dwangsom tidak
dikabulkan dalam amar putusan.

Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor
749 K/SIP/1972 yang mana: “dwangsom tidak bisa dituntut bersama
dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang” >

Semisal dalam sebuah perkara hadanah, Penggugat dalam
petitum gugatannya meminta Pengadilan untuk menetapkan anak
berada dalam kekuasaan Penggugat dan meminta Tergugat
memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) setiap bulan dan apabila hakim menyetujui dua gugatan

tersebut maka hakim tidak boleh menjatuhkan amar putusan yang

juga mengabulkan permohonan dwangsom. Hal ini akan berbeda

39 Mukti Arto, Ermanita Alfiah, Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah..., 9



37

semisal hakim hanya mengabulkan tuntutan penetapan anak tanpa
pemeliharaan maka hakim boleh mengabulkan permohonan
dwangsom.

Dalam memeriksa tuntutan dwangsom, Majelis Hakim harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:*°
1) Alasan hukum penjatuhan dwangsom.
2) Kebolehan tuntutan dwangsom tersebut.
3) Kondisional Tergugat bagaimana, apakah memungkinkan secara

ekonomis melaksanakan tuntutan dwangsom itu.

Terpenuhi atau tidaknya beberapa hal di atas menjadi unsur

bagi hakim dalam mempertimbangkan apakah suatu permohonan

dwangsom tersebut dapat dikabulkan atau ditolak.

d. Terhukum Tidak Dalam Keadaan Pailit
Kektidakbolehan menjatuhkan hukuman uang paksa
(dwangsom) terhadap pihak yang dinyatakan pailit*! antara lain
dapat dipahami dari ketentuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa: “Selama kepailitan
Debitur tidak dikenakan uang paksa”*

Hal tersebut tentunya berlaku di lingkungan Peradilan

Umum, namun tidak menutup kemungkinan dapat diberlakukan di

40 Ibid, 461

4l Keadaan dimana tidak mampu lagi membayar utang atau karena bangkrut {pernyataan pailit
harus diputuskan oleh hakim karena untuk menjamin kepentingan bersama para kreditornya).
Dikutip dari M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, (Jakarta
Timur: Sinar Grafika, 2015), 130

42 Cik Basir, Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom)..., 97
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Peradilan Agama seperti halnya dalam perkara hadanah. Karena
tentunya hakim sebelum memutus perkara akan mempertimbangkan
kemampuan pihak yang akan dikenakan dwangsom. Penjatuhan
dwangsom juga harus mempertimbangkan kemampuan dari pihak

yang berperkara.

4. Putusan Pengadilan yang Dapat Dijatuhi Dwangsom
Terdapat beberapa ketentuan terhadap putusan pengadilan yang
dapat dijatuhi dwangsom. Setidaknya putusan hakim di Peradilan Agama
yang menjatuhkan putusan dwangsom harus memenuhi kriteria sebagai

berikut:

1) Di Bidang Perdata

Penerapan dwangsom di lingkungan Peradilan Agama saat ini
yang dikenal hanya pada perkara hadanah. Akan tetapi perlu
diketahui bahwa dwangsom dapat dijatuhkan pada perkara-perkara
lain seperti perkawinan, waris dan perkara lain yang berlaku di
Pengadilan Agama dengan syarat bahwa tuntutan tersebut bersifat
condemnaoir dan bukan pembayaran sejumlah uang.

Baik dalam lingkup judex facti (pengadilan tingkat pertama
dan banding) dan judex yuris (Mahkamah Agung) dapat menerima
setiap gugatan yang dimohonkan dalam petitum dalam perkara-
perkara yang telah disebutkan di atas.

2) Yang Bersifat Condemnatoir

43 Cik Basir, Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom)..., 57
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Putusan condemnatoir (condemnatoir vonis, condemnatoir
judgement) berupa putusan yang bersifat penghukuman, artinya
hakim mewajibkan salah satu pihak yang berperkara untuk
melaksanakan perintah hakim. Perintah tersebut dapat berupa
melakukan dan menyerahkan sesuatu pada pihak lawan. Putusan ini
berlaku pada perkara kontensius serta mengharuskan adanya

eksekusi.**

Putusan condemnatoir pada dasarnya adalah putusan yang
berupa perintah misalnya perintah untuk membayar uang, melakukan

perbuatan tertenu, menyerahkan barang dan sebagainya.

3) Hukuman Pokoknya Bukan Pembayaran Sejumlah Uang
Sebagaimana di uraikan pada penjelasan sebelumnya, bahwa
penerapan dwangom tidak boleh dijatuhkan ketika hukuman
pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini selaras dengan
yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 244PK/Pdt/2008 tanggal 9
Desember 2008: 4
“Kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk
menjatuhkan dwangsom. Satu-satunya halangan untuk
menjatuhkan dwangsom adalah hukuman pembayaran
sejumlah uang”.

Ketiga kriteria atau syarat di atas merupakan syarat kumulatif dalam

penerapan dwangsom. Dalam hal ini unsur tersebut menjadi syarat yang

# Syahrul Machmud, Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial ( Y ogyakarta:
Graha Ilmu, 2014), 215

4 Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di
Indonesia..., 26
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mutlak\ harus terpenuhi. Karena sifatnya yang kumulatif, apabila terdapat
salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka dwangsom tidak dapat
dijatuhkan.

B. Konsep Perlindungan Anak di Indonesia
1. Pengertian Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa
yang harus senantiasa dijaga karena dalam diri seorang anak melekat
harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung
tinggi. 40

Dari pengertian di atas terkandung makna bahwa anak merupakan
seseorang yang haknya juga terjamin akan pemenuhannya. Tidak boleh
seorangpun yang berhak menyakiti bahkan merenggut dari hak anak
tersebut. Sehingga dalam hal ini penting kiranya untuk memberikan
perlindungan terhadap hak anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar
baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan
adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan
anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan

bermasyarakat.*’

4 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharya, Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta:
Medpress, 2014), 5

47 Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik
dengan Hukum (Y ogyakarta: Deepublish, 2018), 92
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Hakikat dari adanya perlindungan anak pada dasarnya sebagai

upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak seperti halnya hak untuk

hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan yang layak serta

untuk melindungi harkat dan martabatnya sebagai seorang anak.

Pada dasarnya perlindungan anak memiliki beberapa prinsip yang

mana prinsip tersebut berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahu 1945 serta prinsip-prinsip dasar

konvensi hak-hak anak meliputi:*®

a.

Nondiskriminasi

Nondiskriminasi artinya anak berhak untuk mendapatkan
segala haknya yang dijamin oleh negara tanpa adanya perbedaan
terhadap apapun. Pengertian ini menegaskan bahwa tidak seorang
anakpun dapat dibedakan berdasarkan agama, jenis kelamin, ras, dan

sukunya.

Kepentingan yang terbaik bagi anak

Kepentingan yang terbaik bagi anak artinya bahwa dalam
semua tindakan yang menyangkut anak maka yang terbaik bagi anak
haruslah menjadi pertimbangan yang utama. Dalam hal ini negara
harus menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian

rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak dengan

*#1bid.., 102
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memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang

sah, anak yang bersangkutan. *°

Negara dalam hal ini juga harus memastikan tersedianya
fasilitas-fasilitas khusus serta instansi yang memiliki tanggung jawab

secara utuh terhadap perlindungan anak.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
Hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan artinya
bahwa hak hidup yang melekat pada setiap anak harus diakui dan
bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannnya
harus dijamin. Prinsip ini mencerminkan prinsip keadaan yang tidak

dapat dibagi dalam HAM.>°

d. Penghargaan terhadap hak anak
Penghargaan terhadap hak anak artinya bahwa setiap anak
tidak dapat dibelenggu atas kebebesan berpendapat yang
dimilikinya. Dalam hal ini negara memberikan jaminan yang luas
bagi kebebasan berpendapat seorang anak.
Selain itu, prinsip ini menghendaki bahwa seorang anak
harus didengar dalam proses peradilan. Tujuan dari adanya prinsip

ini bahwa negara menjamin setiap hak yang dimiliki anak.

2. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap

4 Ati Novianti Fatonah, Mengenal Konvensi Hak Anak (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009), 18
0 Ibid., 19
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anak merupakan sebuah keharusan yang mutlak harus dipenuhi oleh
negara. Perlindungan anak telah banyak dilakukan kajian yang mendalam
dalam beberapa peraturan baik konvensi yang secara tegas diratifikasi
oleh Indonesia dan beberapa rumusan hukum yang telah diejawantahkan
melalui peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, kewajiban bagi negara untuk memberikan
perlindungan terhadap hak anak telah diejawantahkan dalam landasan
yuridis yang jelas yakni keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Keberadaan Undang-Undang tersebut secara tegas mengatur
mengenai perlindungan anak yang mana di dalamnya terdapat beberapa
hak dan kewajiban seorang anak yang harus dipenuhi akan
keberadaannya. Salah satu cara perlindungan bagi anak adalah dengan
cara memenuhi setiap hak yang dimiliki oleh anak. Apabila dirinci,
terdapat beberapa hak anak yang terkandung dalam Undang-Undang
tersebut, seperti:

a. Beribadah menurut agamanya
Bagi tiap orang dalam menjalani kehidupan selalu dibarengi
dengan agama yang melakat dalam dirinya, hal ini tidak terlepas dari
keberadaan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keharusan untuk beribadah juga tidak hanya menjadi kewajiban bagi
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orang dewasa melainkan juga anak-anak. Hal ini sebagaimaan Pasal
6:
“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya,
berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan
dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa seorang

anak tidak dikebiri dengan pilihan agamanya sesuai dengan

kepercayaan yang dimilikinya.

Memperoleh pendidikan dan pengajaran

Sebagai penerus bangsa, keberadaan anak menjadi penting
maka dari itu pendidikan serta pengajaran yang baik merupakan
suatu kewajiban yang harus diberikan oleh negara. Hal ini
sebagaimana Pasal 9 ayat (1):

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”

Pendidikan dan pengajaran bagi seorang anak harus dijadikan
hal yang utama pula bagi negara, karena kualitas seorang anak salah

satunya juga dipengaruhi dari tingkat pendidikan yang ada.

Perlindungan dari kekerasan seksual

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan seksual tidak hanya
menyerang mereka yang tergolong usia dewasa melainkan bagi
mereka yang tergolong anak-anak, maka dari itu peran pemerintah
harus hadir untuk meminimalisir banyaknya kekerasan seksual yang

terjadi pada anak-anak. Hal ini sebagaimana Pasal 9 ayat (1):
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“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan
pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang
dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama
peserta didik, dan/atau pihak lain”.
d. Pengasuhan oleh orang tua
Bagi tiap-tiap anak pengasuhan oleh orang tua sangatalah
penting. Bahwa anak yang di asuh oleh orang tua yang sah tentunya
akan memberikan yang terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan
seorang anak. Maka dari itu untuk menjamin setiap anak diberikan
pengasuhan yang benar oleh orang tuanya negara telah mengatur
dengan jelas akan hal tersebut. Hal ini sebagaiamana Pasal 14 ayat
(1:
“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,
kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.
Selain hak-hak di atas terhadap perlindungan anak, terdapat
hak lain sebagaimana tertuang dalam keberadaan Pasal 15 ayat (1)
yang berbunyi:
Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur

kekerasan;

e. Pelibatan dalam peperangan; dan
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f. Kejahatan seksual.
Beberapa hak anak di atas seyogianya haruslah dipenuhi akan
pelaksanaannya. Pemenuhan ini tidak terlepas dari kerjasama antara

beberapa pihak baik pemerintah, orang tua maupun anak tersebut.

3. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Islam sebagai agama yang memiliki pengajaran yang komperhensif
dapat dimaknai bahwa segala sesuatu telah diatur sedemikian rupa. Hal
ini salah satunya yang berkaitan dengan keberadaan pelindungan anak
meskipun dengan istilah penyebutan yang berbeda.

Di dalam beberapa literarut hukum Islam (figh) klasik, tidak
ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak.
Beberapa literatur hukum Islam (figh) klasik menggunakan istilah
hadanah dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak.>!

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dalam Islam
disebut hadanah. hadanah berasalah dari kata had{ana-yahd{unu-
had{nan yang memeliki arti mengasuh atau memeluk anak.>?

Memahami pemaknaan hadanah dalam artian sempit yang
dipersamakan dengan perlindungan anak maka dalam hal ini telah secara
tegas bahwa Islam juga telah menjamin untuk memberikan perlindungan
terhadap hak anak.

Apabila dirinci terdapat beberapa hak anak yang dilindungi dalam

5! Hani Sholihah, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, al-Akbar Journal for
Islamic Studies, Vol.1, No, 1, Januari 2018, 39

52 Achmad Muhajir, “Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan
Rumah), Jurnal SAP, Vo. 2, No. 2, Desember 2017, 166
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Islam, yaitu:
a. Hak hidup
Satu hal yang pasti bagi tiap makhluk hidup di alam semesta
ini, bahwa semuanya memiliki yang sama untuk hidup, tidak
terkecuali juga anak-anak.> Islam menjamin hak hidup yang dimiliki
oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana tertuang

dalam Q.S al-Isra’(17): 31:

3168 S 2 L a (L adhez Loz B L NJe m-0n L& ol (31N NF -

alis O) B AS L5 a0 0 0 9 AW Ada A Yl ISl Y g
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“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut

kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada

mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh
mereka adalah suatu dosa yang besar” >*

Islam mengajarkan bahwa memberikan kehidupan bagi
seorang anak adalah sebuah keharusan bagi tiap-tiap orang tua.
Maka dari itu dalam keadaan apapun orang tua haruslah menjamin
akan hak hidup anak-anaknya.

b. Hak mendapatakan nama yang baik

Hal yang seringkali luput dari perhatian orang tua adalah
memberikan penamaan yang baik terhadap anak. Memberi nama
yang baik untuk anak pada dasarnya merupakan sebuah harapan

yang diinginkan orang tua pada diri anak. Oleh karena itu sejak lahir

orang tua haruslah memberikan nama-nama yang baik bagi anak.

33 D.C. Tyas, Hak dan Kewajiban Anak (Semarang: Alprin, 2019), 2
5% M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an Cet II (Jakarta:
Lentera Hati, 2004), 457
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c. Hak penyusuan
Tiap-tiap Ibu yang memiliki seorang anak, sejak anak
tersebut lahir dibebankan kewajiban untuk menyusui anak-anaknya
sejak 1ia kecil. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Q.S al-Baqarah
(2): 233:

e—ﬂu\J‘J‘uduﬂﬂlsuﬂﬁuw‘ﬁj‘umwf—'ﬂ‘ﬁb
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"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka
dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena
anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena
anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.
Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan
permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas
keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan.">?

d. Hak mendapat pendidikan
Pendidikan dan pengajaran adalah kewajiban bagi tiap orang
tua. Sejak kecil anak akan terbiasa meniru setiap perbuatan atau

tindakan yang dilakukan oleh orang tua. Sehingga penting

55 Departemen Agama RI Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2012), 37



49

memberikan dan mendidik anak dengan baik agar anak dapat
membedakan mana yang seharusnya dilakukan maupun sebaliknya.

Islampun memerintahkan kepada tiap-tiap orang tua untuk

memberikan pendidikan kepada anaknya. Hal ini sebagaimana Q.S

al-Tahrim (66): 6:
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"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah

manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,

dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa

yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan

apa yang diperintahkan”.%°

e. Hak mendapat natkah
Jumhur ulama telah sepakat bahwa hukum hadanah, merawat
dan mendidik anak adalah wajib. Mencakup masalah ekonomi,
pendidikan dan sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok anak.>’
Memberikan nafkah kepada anak tidak terbatas kepada
kebersamaan orang tua, artinya sekalipun kedua orang tua telah telah

berpisah  kewajiban = memberikan  nafkah  tetap ada.

56 Departemen Agama R1, Al-qur’an dan terjemahannya (Jakarta PT. Insan Media, 2012), 560
57 Ramdan Fawzi, “Hak Hadanah dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum
Islam, Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, Oktober 2018, 98



BAB III

PENERAPAN DW\ANGSOM DALAM PERKARA HADANAH PADA
PUTUSAN PTA MAKASSAR NOMOR: 85/PDT.G/2015/PTA.MKS YANG
MEMBATALKAN PUTUSAN PA SENGKANG NOMOR:
51/PDT.G/2015/PA.SKG

Penerapan dwangsom dalam perkara hadanah yang diputus oleh
Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks merupakan
putusan banding yang sebelumnya telah terlebih dahulu diputus oleh Pengadilan
Agama Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA. Skg. Kedua putusan judex facti ini
adalah putusan yang saling berkesinambungan dikarenakan menangani perkara
yang sama.

Pada hakikatnya, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili
perkara perdata dalam tingkat banding adalah kewenangan memeriksa ulang
kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai
peradilan tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi
Agama adalah pemeriksaan secara keseluruhan perkara yang dimintakan banding
tersebut. Putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama diteliti dan diperiksa
ulang mulai dari awal sampai dijatuhkan Putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama.
58

Berkaitan dengan isi dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Agama pada dasarnya tidak berbeda dengan putusan-putusan lain yang mana

58 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi Kedua
(Depok: Kencana, 2017),358

50
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terdiri dari argumentasi hukum, pertimbangan hukum dan juga amar putusan.

Apabila ditelaah satu persatu mengenai isi putusan, yaitu sebagai berikut:

A. Argumentasi Gugatan
Dalam praktik berperkara di peradian dikenal yang namanya duduk
perkara di mana duduk perkara ini merupakan dasar dari alur kronologis bagi
jalannya suatu perkara. Dalam duduk perkara biasanya memuat beberapa
unsur mulai dari keberadaan Penggugat dan Tergugat juga uraian mengenai

alasan pengajuan gugatan tersebut dilayangkan kepada pengadilan.

Begitupula pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang
memutus perkara Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks telah memeriksa dan
mengadili perkara pada tingkat banding tentang duduk perkara yang dapat

diurai sebagai berikut:

Pembanding yang berumur 32 tahun, beragama Islam, pendidikan
terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan berkediaman di Kabupaten
Bajo yang diwakili oleh kuasanya bernama Abidin Habe, S.H,
Advokad/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Lembu Kompleks
perumahan BTN Permatasari Blok G/3 Sengkang, Kelurahan Tempe,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Dahulu sebagai Tergugat sekarang

Pembanding.

Terbanding yang berumur 20 tahun, beragama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan swasta dan berkediaman di Kabupaten Wajo yang

diwakili oleh kuasanya bernama Nurdin Andi Mude, S.H dan Bakri
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Rammang, S.H, Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Bhakti Keadilan
yang beralamat di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kecamatan Tempe,

Kabupaten Wajo. Dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding.

Dari perkara gugatan hak asuh anak yang sebelumnya telah diputus
oleh kepala Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg
pada tanggal 8 Juni 2015 atau 20 Sya’ban1436 Hijriyah dengan beberapa

amar putusannya:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

b. Menetapkan, = bahwa  Penggugat  sebagai  pemegang  hak
hadanah/pengasuhan terhadap Anak yang berumur 2 tahun sampai anak
tersebut dapat menentukan pilihannya.

c. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan Andi Armalia Atifa
Al-Zena (umur 2 tahun ) kepada Penggugat dalam keadaan aman.

d. Menolak selain dan selebihnya.

e. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
391.000,00 ( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Sejak dikelarkannya putusan tersebut, Tergugat keberatan dengan
mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juni 2015 Masehi
sebagaimana yang terdaftar dalam kepaniteraan PA Sengkang. Adapun
permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal

25 Juni 2015.
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Pada tanggal 5 Juli 2015, Pembanding telah mengajukan memori

banding yang menjelaskan sebagai berikut:

Secara judex facti in casu hakim Pengadilan Agama Sengkang
dianggap telah keliru atau salah dalam menilai fakta pada halaman 16 yang
mana hakim menilai bahwa bukti P2 yang diajukan Penggugat adalah putusan
Pengadilan Negeri Sengkang yang memiliki kekuatan hukum tetap yang
menunjukkan bahwa sikap Tergugat adalah emosional padahal hakim tidak
mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan. Pun terhadap
keterangan saksi dari Penggugat sama sekali tidak menyatakan bahwa sikap
Tergugat adalah emosional dan gampang marah serta memukul orang tanpa

alasan.

Pembanding menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tidak dapat
dipandang sebagai saksi karena pengetahuan kedua orang saksi tersebut

diperoleh dari cerita orang lain.

Namun sejak Terbanding memberitahukan kuasa hukumnya pada
tanggal 19 Juli 2015, belum ada kontra memori banding sebagaimana
keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal
20 Agustus 2015. Pembanding melakukan /nzage sebagaimana diuraikan

Surat Keterangan yang dibuat Panitera PA Sengkang tanggal 3 Agustus 2015.

Pertimbangan dan Dasar hukum
Terhadap perkara yang diajukan oleh Pembanding kepada Pengagilan

Tinggi Agama Makassar tentunya hakim dalam memutus suatu perkara
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hendaknya menimbang dan mencari beberapa alasan hukum. Oleh karenanya
hakim haruslah dapat mengkaji beberapa argumentasi hukum dengan
berlandaskan kepada beberapa fakta dalam persidangan maupun keterangan
saksi-saksi sehingga memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi

Pembanding dan Terbanding.

Pada perkara gugatan hak asuh anak tersebut hakim Pengadilan
Tinggi Agama Makassar memberikan beberapa pertimbangan terkait dengan
permohonan hadanah dan juga dwangsom pada gugatan sebelumnya yaitu
pada Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 51/Pdt.G/2015/PA.Skg di

mana pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Bahwa penyerahan hadanah  yang diberikan kepada ibu oleh
Pengadilan Agama Sengkang sudah dianggap benar karena apabila melihat
beberapa saksi yang telah Penggugat hadirkan membuktikan bahwa Tergugat
memang memiliki sifat yang emosional hal ini dibuktikan dengan bukti
putusan Pengadilan Negeri Sengkang. Selain itu sifat Tergugat yang selalu
mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan Anak menjadi bahan
pertimbangan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Maka dalil
dari Pembanding yang menyatakan bahwa Pendilan Agama Makassar telah
keliru dalam menilai Putusan Pengadilan Agama Sengkang terhadap
keberadaan kedua saksi yang disebut testimonium de audit tidak beralasan

hukum.
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Akan tetapi perbedaan penafsiran dan pertimbangan hukum antara
Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang
mengakibatkan permohonan terkait dwangsom oleh Penggugat/Terbanding
disetujui atau dikabulkan. Hal ini berdampak pada dibebankannya tanggung
jawab mutlak kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar dwangsom
sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat/Terbanding
setiap kali Tergugat /Pembanding lalai dalam menjalankan hukuman pokok

yaitu penyerahan anak kepada Penggugat/Terbanding.

Hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar
mempertimbangkan bahwa dwangsom adalah hal yang sangat penting untuk
dikabulkan agar putusan yang dikeluarkan tidak menjadi illusoir (hampa)

karena Tergugat tidak mau menyerahkan anak kepada Penggugat/Terbanding.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentunya berbeda dengan
putusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengkang
yang mana Hakim berpandangan bahwa dwangsom tidak dapat dikabulkan
karena kewajiban untuk mengasuh anak atau hadanah merupakan kewajiban

kedua orang tua.

Perbedaan putusan antara Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan
Pengadilan Agama Sengkang bukanlah sebuah hal yang baru. Banyak
putusan di lingkungan peradilan Agama yang memiliki perbedaan penafsiran
sehingga menghasilkan putusan hakim yang berbeda hal ini tidak terlepas dari

pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan.
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C. Amar Putusan

Berdasarkan hasil sidang dengan mengurai beberapa pokok gugatan

dan juga fakta lapangan dengan melakukan beberapa pertimbangan yang

dilakukan oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Makassar yaitu Drs.

H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruuddin Tjama S. H dan Drs.

H. Mohammad Nor Hudlrien S. H, M. H sebagai Hakim Anggota dan dibantu

oleh Drs. Ahmad Anas sebagai Panitera. Pada tanggal 08 Oktober 2015 M

atau 24 Zulhijjah 1436 Hijriyah menetapkan putusan perkara Nomor:

85/Pdt.G/2015/PTA.Mks sebagai berikut:

a.

Y

2)

3)

4)

Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat
diterima.

Menguatkan  putusan  Pengadilan Agama  Sengkang  Nomor
51/Pdt.G/2015/PA Skg, tanggal 8 Juni 2015 Masehi bertepatan pada
tanggal 20 Sya’ban 1436 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Menetapkan anak yang berumur 2 tahun berada di bawah pemiliharaan
(hadanah) Penggugat.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Andi Armalia
Atifah Al- Zena kepada Penggugat terhitung putusan ini berkekuatan
hukum tetap.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Penggugat sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari
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Tergugat melalaikan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
5) Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat
sejumlah Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
6) Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selainnya.
7) Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding

sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).”®

59 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks



BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN
PTA MAKKASSAR NOMOR 85/PDT.G/2015/PTA.MKS YANG
MEMBATALKAN PUTUSAN PA SENGKANG NOMOR:
51/PDT/G/2015/PA.SKG TENTANG PENERAPAN DWANGSOM DALAM
PERKARA HADANAH

A. Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan PTA Makassar
Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang Membatalkan Putusan PA
Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang Penerapan Dwangsom

dalam Perkara Hadanah

Peran pengadilan dari waktu ke waktu selalu berubah. Hal ini
tentunya berpengaruh pula terhadap peran hakim sebagai orang yang
berwenang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepada
pengadilan.®® Hakim sebagai corong Undang-Undang harus senantiasa dapat
menggali dan mengikuti perkembangan di tengah-tengah masyarakat.

Kewajiban menggali hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat
telah diejawantahkan melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:®!

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat”.

Tidak dapat dipungkiri kebutuhan akan hukum di tengah masyarakat

sering kali mengalami perubahan, hal ini salah satunya disebabkan pengaruh

60 Siti Malikhatun Badriyah, Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik ( Jakarta
Timur: Sinar Grafika, 2016), 47

1 M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iah di
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), 7
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dari pola interaksi dan tuntutan keadaan atau kondisi di mana mengharuskan
adanya peran hakim dalam mengeluarkan putusan.

Tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustave
Radbruch setidaknya terdiri dari tiga unsur yakni kepastian, keadilan dan
kemanfaatan. Seyogianya hakim dalam memutus perkara haruslah didasrkan
atas 3 (tiga) komponen tersebut. Hal ini untuk menghadirkan putusan yang
ideal secara proporsional.5?

Dalam memutus perkara, hakim tentunya didasarkan atas
pertimbangan dan dasar hukum. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi
kebutuhan dan keadilan substantif sebagai revolusi dan rule breaking
(terobosan hukum) yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan
kemaslahatan bagi masyarakat.

Penerapan dwangsom dalam perkara hadanah pada dasarnya sebagai
upaya hakim untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas dan
bagi penegakan hukum di lingkungan peradilan. Hal ini semata-mata untuk

meminimalisir banyaknya putusan pengadilan yang berakhir menjadi

putusan yang i/lusoir (hampa).

Akan tetapi sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penerapan
dwangsom di lingkungan Peradilan Agama masih tergolong sedikit terutama
dalam perkara hadanah. Sebagaimana dalam putusan sering kali dijumpai

beberapa perbedaan penafsiran Majelis Hakim.

62 Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata (Jakarta: Prenada Group, 2015), 77
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Salah satu contoh dapat dilihat pada perkara hadanah yaitu PA
Sengkang  yang mengadili dan  mumutus perkara  Nomor:
51/Pdt.G/2015/PA.Skg menolak permohonan dwangsom yang diajukan oleh
Penggugat. Majelis Hakim memandang bahwa kewajiban untuk mengasuh
dan mengurus anak serta memberikan pendidikan adalah tanggung jawab
orang tua, sehingga dwangsom tidak diperlukan dalam perkara hadanah

tersebut.

Setelah diajukan banding oleh Tergugat, justru Pengadilan Tinggi
Agama Makassar memiliki pertimbangan lain yang mana melalui putusan
perkara Nomor:85/Pdt.G/2015/PTA.Mks mengeluarkan putusan yang
pertimbangan hukumnya berbanding terbalik dengan Pengadilan Agama
Sengkang. Dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim membatalkan
Putusan Pengadilan Agama Sengkang yang menolak permohonan
dwangsom. Melalui pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa
permohonan dwangsom Penggugat/Terbanding dinyatakan diterima sebagai
upaya untuk mencegah putusan menjadi illusoir (hampa) karena
Tergugat/Pembanding tidak bersedia menjalankan hukuman pokok secara
sukarela yaitu menyerahkan anak kepada Penggugat/Terbanding sejak

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, apabila
Tergugat/Pembanding lalai dalam menjalankan hukum pokok yakni
penyerahan anak kepada Penggugat/Terbanding maka akan dikenakan

hukuman berupa pembayaran dwangsom berupa membayar uang sebesar



61

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila terjadi keterlambatan setelah

putusan dibacakan.

Menimbang sifat dwangsom yang accessoir, maka hakim dalam
mengabulkan permohonan dwangsom juga telah memperhatikan gugatan
pokok yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang mana gugatan
pokoknya berupa penyerahan Anak yang berumur 2 (dua) tahun kepada
Penggugat/Terbanding. Sehingga dwangosm dalam putusan tersebut
dimaknai sebagai hukuman tambahan yang harus ditunaikan oleh

Tergugat/Pembanding.

Penerapan dwangsom dalam perkara hadanah adalah dalam rangka
memberikan tekanan psikis kepada pihak yang kalah dalam hal ini
Tergugat/Pembanding agar ia mau menyerahkan anak secara sukarela. Hal
ini semata-mata untuk menjaga agar perlindungan terhadap anak dapat

direalisasikan.

Perlindungan anak seperti halnya biaya hadanah, hak untuk
mendapatkan hidup, mendapatkan nama yang baik, bebas dari kekerasaan
dan mendapatkan pengajaran akan terealisasi dengan menjalankan isi
putusan secara sukarela. Konsep yang dibangun adalah kewajiban orang tua
tidak akan putus sekalipun antara Bapak dan Ibunya terjadi perceraian.
Sehinnga mereka masih memiliki tanggung jawab mutlak untuk mengasuh
dan memelihara anak sekalipun dilakukan secara terpisah baik oleh Bapak

atau Ibu.
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Akan tetapi apabila terdapat putusan yang dilalaikan oleh Tergugat,
hal ini tidak hanya merenggut dari kebebesan anak untuk hidup yang layak
dan tentram namun juga berpengaruh terhadap kewajiban orang tua untuk
mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Hal ini berarati orang tua telah
lalai dan lupa akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Oleh
karena itu kehadiran dwangsom akan menjadikan semua orang tua

memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Selain itu, keberadaan dwangsom sebagai upaya untuk menghindari
konflik yang lebih besar. Mengapa demikian, dikarenakan ketika dwangsom
tidak ada dalam putusan sedangkan terdapat Tergugat yang tidak mau
menjalankan isi putusan maka langkah yang dilakukan yaitu dengan
pengeksekusian anak yang justru akan berdampak pada psikologis anak dan
juga hubungan antara suami dan istri yang bercerai semakin memburuk
karena saling adu pendapat siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan
anak. Tak jarang pula Tergugat akan menyembunyikan anak bahkan
membawa kabur yang berdampak pada masalah yang lebih besar yaitu

permusuhan.

Hal ini berbeda apabila dwangsom diterapkan, yang mana tentunya
akan meminimalisir ketegangan antara suami dan istri yang memperebutkan
hadanah dikarenakan semenjak putusan pengadilan dijatuhkan, dwangsom
akan menekan psikis Tergugat sehingga ia secara suka rela akan
menjalankan isi putusan dan hal ini tentunya akan menjadikan koflik antara

keduanya dapat diminimalisir.
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Menelaah pentingnya dwangsom dalam perkara hadanah Seharusnya
Pengadilan Agama Sengkang mempertimbangkan sifat-sifat Tergugat yang
melarang Penggugat untuk menemui Anak adalah suatu tindakan
menghalangi atau merampas hak ibu untuk bertemu dengan anaknya.
Sehingga bentuk menghalangi tersebut haruslah dijadikan landasan bahwa
Tergugat tidak ada itikad baik dan justru dikhawatirkan Tergugat enggan
untuk menyerahkan anak kepada Penggugat sehingga dwangsom penting

untuk diterapkan.

Namun perlu dipertegas bahwa permohonan dwangsom tidak
bersifat imperatif (sebuah keharusan), akan tetapi sifatnya tidak wajib.
Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya permohoanan dwangsom yang
masuk ke pengadilan berhak untuk dikabulakan atau ditolak. Hal ini

bergantung kepada penilaian dan ijtihad yang dimiliki oleh hakim.

Akan tetapi Hakim harus selalu berpikir ke depan sebagai upaya
untuk memberikan keadilan kepada para pemohon, hal ini dimaksudkan
untuk menjaga agar pengadilan dapat menjawab setiap persoalan yang ada

di masyarakat.

Sebenarnya kendala-kendala selama ini terkait dengan perbedaan
putusan antara Pengadilan Agama Sengkang dan Pengadilan Agama
Makassar dikarenakan belum adanya peraturan khusus yang mengatur

mengenai tuntutan dwangsom.
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Untuk mendorong adanya landasan yang jelas maka Pemerintah saat
ini pada dasarnya telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Hukum Acara Perdata Tahun 2007 sebagai cita-cita dan harapan dalam
penerapan dwangsom. Yaitu pada Bab XII Titel Acara Khusus Bagian
Kelima belas Pasal 291 tentang Uang Paksa yang pada pokoknya membahas

mengenai pengertian, waktu dan batasan dwangsom.

Sampai saat ini Rancangan Undang-Undang tersebut tidak kunjung
disahkan sehingga hal inilah yang menjadikan belum adanya aturan yang
secara khusus mengatur mengenai penerapan dwangsom dalam hukum acara
perdata sehingga pemaknaan dwangsom dalam setiap putusan Majelis
Hakim sering kali menghasilkan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu
perlu untuk mendorong pemerintah untuk segera mengesahakan RUU

tersebut.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan PTA
Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang Membatalkan Putusan
PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg  tentang Penerapan

Dwangsom dalam Perkara Hadanah.

Penerapan dwangsom dalam perkara hadanah pada Putusan PTA
Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA
Sengkang dilandasi dengan pertimbangan Majelis Hakim untuk
menghindari putusan hadanah menjadi illusoir (hampa) dikarenakan

Tergugat/Pembanding tidak menjalankan hukuman pokok yang telah
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dijatuhkan oleh hakim dikarenakan Tergugat/Pembanding tidak mau

menyerahkan anak secara sukarela.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara otomatis
membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang yang menolak
permohonan dwangsom. Pada dasarnya pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sengkang memandang bahwa kewajiban mengasuh anak
adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sehingga dwangsom
dalam permohonan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak berkekuatan

hukum tetap.

Dari kedua perbedaan pertimbangan hukum yang dipakai oleh
Majelis Hakim PA Sengkang dan PTA Makassar menimbulkan suatu
pemahaman yang berbeda dalam penerapan dwangsom dalam perkara
hadanah di lingkungan Peradilan Agama. Sehingga perlu ditelaah lebih jauh
mengenai ration d’etre (tujuan) dan ratio legis (alasan hukum) keberadaan

dwangsom dalam sebuah putusan.

Ration d’etre (tujuan) dari dwangsom dalam sebuah putusan adalah
guna menghindari kesulitan pengeksekusian anak sehingga hakim dapat

menghukum tergugugat untuk membayar dwangsom. %

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang
mengabulkan permohonan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat,

Majelis Hakim hanya berlandaskan kepada landasan filosofis pentingnya

63 Mahkamah Agung RI, Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (komisi II)
(Rakernas MA RI di Manado tanggal..., 2
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dwangsom tanpa menyertakan landasan formil. Hal ini yang menjadi

penting untuk menelaah lebih jauh putusan tersebut.

Apabila ditelaah dari segi yuridis terkait dengan Putusan Pengadilan

Tinggi Agama Makassar maka dapat dilihat dari ketentuan berikut:

Bahwa dalam penerapannya Pengadilan Tinggi Agama Makassar
tidak bertentangan dengan ketentuan Rv yang menjadi payung hukum

pertama kali dalam penerapan dwangsom.

Pasal 606a Rv menyatakan:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk
sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat
ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak
memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah
uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang

tersebut dinamakan uang paksa”.%*

Sedangkan Pasal 606b Rv berbunyi sebagai berikut:®’

“Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari

terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap

sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu

memperoleh alas hak baru menurut hukum”.

Penggunaan Rv ini sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum
semata-mata untuk mewujudkan prinsip kepentingan beracara (process

doelmatigheid) dan kebutuhan peradilan karena HIR dan RBg yang saat ini

ada tidak mengatur dwangsom.

%4 Pasal 606a Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering
65 Pasal 606b Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering
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Selain itu, karena umumnya Rv ini diterapkan di lingkungan
Peradilan Umum maka Peradilan Agama dalam menerapkan dwangsom
berpedoman Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama.

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan
peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah
diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Beberapa peraturan di atas sebenarnya menjadi aturan yang secara
umum menjelaskan mengenai dwangsom. Akan tetapi pada perkara hadanah
terdapat beberapa peraturan lain yang secara khusus mengatur mengenai
penjatuhan dwangsom dalam sebuah putusan di lingkungan peradilan

agama. Adapun beberapa peraturan tersebut meliputi:

SEMA Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan sebagai tindak lanjut dari diskusi kelompok badan peradilan
Mahkamah Agung. Terdapat dua pokok penting dari rumusan tersebut,
yakni:

“Uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan dapat dikabulkan

serta dimuat dalam amar putusan. Hal ini untuk mendorong

pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaannya sebagaimana

diperintahkan oleh Undang-Undang”.%

% Huyruf (a) Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012
Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
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“Agar setiap gugatan yang memuat tuntutan condemnatoir

mencantumkan uang paksa”.%’

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah memenuhi
unsur diperbolehkannya tuntutan dwangsom yaitu uang paksa diminta dalam
gugatan. Hal ini terlihat dari petitum gugatan yang dimohonkan oleh
Penggugat pada poin ke-5 secara tegas meminta Majelis Hakim
mengabulkan  permohonan dwangsom setiap hari  keterlambatan

Tergugat/{Pembanding lalai melaksanakan hukuman pokok.

Mengingat dalam perkara tersebut sifat gugatan adalah
condemnatoir menjadi alasan kedua dwan gsom dapat dijatuhkan. Hal ini
dikarenakan bentuk putusan hadanah tersebut berupa penghukuman kepada
Tegugat/Pembanding untuk menyerahkan anak kepada

Penggugat/Terbanding.

Selain itu SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama yang menyatakan:

“Penetapan hak hadanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan
atau permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex-
officio siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadanah dan

dwangsom tanpa tuntutan termasuk wultra petita”.%

7 Huruf (b) Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012
Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

%8 Pasal tersebut merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf ¢ angka 10
dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama
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Keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut menghendaki
proses beracara haruslah sesuai dengan landasan dan mekanisme yang jelas.
Karena saat ini banyak sekali putusan pengadilan yang melenceng dengan

proses beracara.

Hal ini juga berlaku pada penerapan dwangsom di lingkungan
Peradilan Agama. Bahwa tidak dibenarkan seorang hakim menjatuhkan
dwangsom berdasarkan jabatan yang dimiliki oleh hakim menjatuhkan
dwangsom mengingat dwangsom yang sifatnya accesoir (tambahan)
mengharuskan adanya pemeriksaan terlebih dahulu pada tuntutan pokok

yang diajukan oleh Penggugat.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut merupakan
salah satu contoh putusan yang benar karena Majelis Hakim dalam memutus
dwangsom didasarkan atas permohonan dwangsom yang jelas dalam

petitum Penggugat.

Dapat disimpulkan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Tinggi Agama Makassar telah sesuai dengan landasan formil yang berlaku

sekalipun tidak tercantum dengan jelas dalam pertimbangan hakim.

Demi tegaknya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum,
haruslah dipandang bahwa putusan hakim merupakan sebuah mahkota
dalam proses beracara, sehingga menjadi penting ijtihad hakim dalam

kerangka menghadirkan putusan yang memiliki aspek kemaslahatan bagi
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masyarakat banyak. Dan kehadiran dwangsom harus dimaknai sebagai

pembaharuan bagi penegakan hukum di Indonesia.

Untuk menghadirkan proses beracara yang baik, maka penting untuk
menjatuhkan dwangsom dengan mempertimbangkan beberapa landasan

formil sebagaimana disebutkan di atas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis penerapan dwangsom dalam perkara

hadanah pada Putusan PTA Makassar Nomor 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang

membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor 51/Pdt.G/2015/PA.Skg, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Pertimbangan hukum terhadap penerapan dwangsom dalam perkara
hadanah pada Putusan PTA Makassar Nomor 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks
yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor 51/Pdt.G/2015/PA.Skg
yaitu sebagai upaya untuk meminimalisir putusan hadanah menjadi
illusoir (hampa). Diterapkannya dwangsom dalam putusan diharapkan
akan membuat Tergugat/Pembanding mengalami tekanan psikis sehingga
mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Meskipun terdapat
perbedaan putusan antara Pengadilan tingkat pertama dan banding,
namun kedua putusan tersebut dianggap benar hal ini didasarkan atas
objektivitas hakim dalam menilai dan mempertimbangkan perkara
tersebut.

Analisis  yuridis terhadap pertimbangan hukum mengabulkan
permohonan dwangsom sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
kepada Tergugat/Pembanding dalam perkara hadanah di PTA Makassar
telah sesuai dengan landasan filosofis dan landasan yuridis yaitu

ketentuan Reglement Acara peradata (Reglement op de bugerlijke
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Rechvordering), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang
Peradilan Agama, SEMA No. 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA No. 3 Tahun 2018
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan Agama yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan
dwangsom  diperbolehkan untuk menghindari kesulitan dalam
pengeksekusian anak asalkan dwangsom tersebut didasarkan atas
permohonan yang jelas dalam petitum gugatan, bersifat condemnatoir
dan hakim dilarang wu/tra petita dalam menjatuhkan dwangsom. Selain
itu, penerapan dwangsom dalam perkara hadanah menjadi bagian penting
untuk menghadirkan putusan yang dapat ditaati sehingga terciptanya

kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

B. Saran
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (BLH) yang mendampingi
penanganan perkara untuk memberikan masukan kepada orang yang
ingin berperkara untuk mencantumkan dwangsom dalam petitum
gugatan.

2. Mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Hukum Acara
Perdata Tahun 2007 sebagai payung hukum yang salah satu di dalamnya

mengatur secara khusus terkait dwangsom bagi lembaga peradilan.
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